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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hukum selalu ada di masyarakat, hukum sendiri diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur 

masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataannya hukum tidak selalu dipatuhi. Sering terjadi 

pelanggaran kaedah hukum dalam masyarakat, yang membahayakan keutuhan masyarakat. 

Untuk mewujudkan ketertiban hukum itu perlu adanya suatu tugas untuk mengawasi agar hukum 

dapat dipatuhi, mencegah agar tidak adanya pelanggaran serta menghukum pelangar. Tempat 

berkumpulnya manusia atau masyarakat maka disitulah adanya hukum, seperti apa yang 

diungkapkan oleh Cicero sebagai ubi cocietas ibi ius, yang berarti “dimana ada masyarakat di 

situ ada hukum”
1
.  

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya 

dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945
2
.  

Pada dasar satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan 

dan tata tertib di dalam masyarakat. Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan 

hukum pidana adalah sebagai berikut
3
:  

1. Untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti 

orang banyak (generale preventie) maupun secara menakuti-nakuti orang tertentu yang 

                                                           
1
Darwan Prinst, 2002, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Jakarta : Djambatan, hlm.1  

2
Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 

3
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refia Aditama, hlm.19-20 
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sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hati tidak melakukan kejahatan lagi 

(Speciale preventie) 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan 

kejaha9tan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.  

Di dalam suatu negara hukum atau Rule of Law terdapat sendi-sendi yang sifatnya universal 

bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi, 

adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan 

aparatur negara tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, 

akan membawa kosekuensi pada hukum pidana khususnya
4
.  

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas 

adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak 

dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan dalam peristiwa 

tersebut, atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan (orang mati karena penyakit atau 

kecelakaan) yang oleh karena cara penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang 

tidak bersalah menderita dan dihukum sebagai seorang penjahat.  

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan 

salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi 

manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat 

digambarkan bahwa antara Negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu 

mata uang dengan sisi yang berbeda. Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu 

                                                           
4
Djoko Prakoso, 2010, Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.51.  
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adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana 

(SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia
5
.  

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan 

perhatian yang serius. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih 

berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Hal ini terlihat dari sedikitnya 

hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang undangan nasional. Adanya 

ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan 

terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945, 

yang menyatakan bahwa
6
:  

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga Negara harus diperlakukan baik dan 

adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas equality be for the law, juga dalam 

pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan 

sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, 

mulai dari Undang – Undang Dasar 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di 

bawahnya
7
.  

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya 

pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat 

berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran adminstratif , pelanggaran terhadap diri pribadi 

                                                           
5
H.A.Mansyur Efendi, 2003,Hakasasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Bogor: 

Ghalia Indonesia, hlm. 33 
6
Undang-Undang Dasar Tahun 1945  

7
Leden Marpaung,  2016,  Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta :Sinar Grafika, 

hlm. 81 
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tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti 

suatu perkara
8
.  

Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana 

dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau 

paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. 

Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja 

berisi suatu pengakuan yang terekayasa.
9
 

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana 

yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme 

aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan 

kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. 

Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata  relatif 

kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. 

Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi 

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, 

KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksanaanya. Lemahnya kemampuan profesionalisme 

penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas 

praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pencurian yang tidak akurat, 

serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangankan yudex 

facti pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana 

pencurian. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban salah tangkap dalam tindak 

pidana pencurian, digunakan dengan pendekatan integral dan keseimbangan antara kebijakan 

                                                           
8
O.C.Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,  Terdakwa dan Terpidana, Bandung: 

PT.Alumni,hlm. 233 
9
Djoko Prakoso, 2010, Upaya Hukum  yang di atur dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.116 
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penal (penal policy) dan kebijakan non penal (non penal policy) guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat
10

. 

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan error in persona ini bermula dari 

human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan 

dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut 

bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi 

kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau 

keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan 

tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses 

penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh 

pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa 

melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah 

berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde)
11

. 

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus 

bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam 

konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai 

aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya bagi yang merasa dirugikan sebagai korban atas 

suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan. 

Contoh kasus salah tangkap sudah cukup banyak terjadi dan yang sedang dibahas oleh penulis 

dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu.   

Yang mana pada 04 Juli 2012 seorang anak di bawah umur di tuduh melakukan Tindak 

Pidana pencurian yaitu mencuri sebuah sepeda motor dengan palaku lainnya, yang mana sampai 

                                                           
10

Ibid. 
11

 Anton Tabah, 2011, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 23 
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dengan Putusan ini diterbitkan pelaku lainnya masih ada yang berstatus sebagai DPO oleh pihak 

kepolisian. Pelaku Tindak Pidana ini yang di Putusan Pengadilan No. 

20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu disebut namanya sebagai “Anak”. Anak bersama pelaku lainnya 

melaksanakan aksi pencurian sepeda motor Yamaha ZR warna merah dengan Nomor Plat BE 

4174 SQ, dimana pelaku pencurian ini dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya. Pada 

saat setelah kejadian, korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).  

Kemudian pelaku di amankan oleh kepolisian bersama 4 pelaku lainnya, sedangkan 2 orang 

lainnya masih menjadi DPO. Setelah kejadian ini, berkas pelaku atas “anak” (Nama di samarkan) 

merupakan berkas terpisah dengan 4 pelaku lainnya. 4 pelaku lainnya dalam berkas pengadilan 

menjadi saksi mata. Hal ini menjadikan 4 pelaku lainnya bersaksi yang mana kesaksian tersebut 

sangat meringankan “Anak”. Pemisahaan berkas “anak” ini dengan 4 pelaku lainnya karena anak 

merupakan anak di bawah umur yang pada saat kejadian masih berusia 14 Tahun 11 Bulan.  

Pelaku pada saat persidangan di kenakan sanksi pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 

KUHP. Namun dalam pertimbangan hakim bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhinya 

unsur primer. Sehingga putusan pelaku mempunyai bahan pertimbangan lainnya adalah :  

1.  Anak sudah mengakui dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan 

mengulanginya kembali  

2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana  

3. Anak melakukan tindak pidana pada umur 14 Tahun, sehingga saat anak melakukan 

tindak pidana tersebut dilakukan oleh Anak, maka anak tidak mengetaui akibat dari 

perbuatannya 

4. Orang tua anak masih sanggup membimbing anak agar dapat berbuat baik, karena anak 

masih muda dan merupakan tumpuan keluarga.  
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Putusan lepas yang di terima oleh “Anak” merupakan putusan yang berdasarkan fakta, data 

serta pertimbangan hakim. Dimana yang lebih dominan adalah pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum. Dimana sebenarnya putusan hakim 

sendiri bisa berupa
12

:  

a) Putusan Bebas(Vrijspraak)  

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai 

berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup 

terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 

ketentuan hukum acara pidana. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa putusan 

bebas.  

b) Putusan Lepas 

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP 

yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. 

c) Putusan Pemidanaan 

Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman 

pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang du dakwakan kepada Terdakwa. 

                                                           
12

 M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 

72 
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 Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas dan dari fakta dan data yang sudah 

di sampaikan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai: “Analisis 

Putusan Bebas Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (STUDI PUTUSAN 

No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu)”  

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang 

di rumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:  

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas bagi pelaku tindak 

pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 

20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu ?  

2. Bagaimana pemulihan hak-hak terhadap anak yang ditahan sebagai pelaku tindak pidana 

pada putusan bebas?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan 

yang dikemukakan diatas yaitu:  
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai putusan bebas yang pelaku tindak 

pidananya adalah seorang anak salah tangkap pada Putusan No. 

20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu.   

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan status hukum pada putusan bebas bagi pelaku 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak.   

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi 

praktis, sebagai berikut:  

1. Dari segi teoritis 

a.  Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu 

hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana terkhusus analisis putusan lepas bagi 

pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.  

b.  Mengetahui secara pasti implementasi pertimbangan-pertimbangan hakim bagi 

penerapan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada 

putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu.   

c. Mengetahui yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan dalam menerapkan 

putusan bebas bagi pelaku tindak pidana yang merupakan seorang anak.  

2. Dari segi praktis: 
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a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam 

pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya pada kasus-kasus yang berakibat 

adanya putusan bebas oleh hakim.  

b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya Aparatur 

penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Jaksa yang mengawal jalannya 

penyelesaian kasus-kasus yang serupa atau agar adanya proses pertimbangan lain 

dalam melakukan putusan bebas yang ada diputusan tersebut.  

 

E. Kerangka Teori  

Di dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori 

memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang sedang 

dibicarakan secara lebih baik lagi
13

. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang 

menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan diatas, teori tersebut 

antara lain:  

1. Teori Tujuan Pemidanaan 

Teori Tujuan pemidanaan yang mana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang 

dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat 

dicapai apabila tujuan yang mengatur pemidanaan tersebut menggunakan prinsip-prinsip 

keadilan
14

.  

Teori Tujuan Pemidanaan sebenarnya memiliki banyak lagi cabang keilmuan teori Tujuan 

Pemidanaan, yaitu
15

:  

                                                           
13

Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.259.  
14

Mualadi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, hlm.12.  
15

Ibid. 
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a. Teori Absolut atau Pembalasan (Retributive) 

Pidana dijatuhkan semata-mata karena oramg telah melakukan suatu kejahatan atau 

Tindak Pidana (quia peccatum est).  

b. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian)  

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari 

keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 

masyarakat.  

c. Teori Gabungan  

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui 

pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi 

general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. 

2. Teori Penjatuhan Putusan  

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai 

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang 

diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan 

aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh 

kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, 

seperti upaya hukum
16

. 

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka 

selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis 

putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir.  

                                                           
16

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2010, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hal 5-6. 
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3. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum 

yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif 

maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.Perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun
17

. 

Perlindungan hokum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 

sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
18

:  

a) Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau 

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b) Perlindungan Hukum Represif 

                                                           
17

Satjipto Rahardjo, 2010, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal 

Masalah Hukum, Jakarta, hlm.14, diakses pada https://media.neliti.com/media/publications/34593-ID-pelaksanaan-

perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-yang-bekerja-di-bidang-kons.pdf, pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 

10.12.  
18

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi  Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.14 

https://media.neliti.com/media/publications/34593-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-yang-bekerja-di-bidang-kons.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/34593-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-yang-bekerja-di-bidang-kons.pdf
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Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terja disengketa 

atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

4. Teori Pertimbangan Hakim 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu
19

:  

a. Teori Keseimbangan  

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan 

perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan 

masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban; 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan 

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan 

pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana; 

c. Teori Pendekatan Keilmuan  

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan 

hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

                                                           
19

 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif  Hukum Progresif, Jakarta:Sinar 

Grafika, hlm. 105-112. 
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memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan 

keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya; 

 

d. Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang 

dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang 

dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun 

masyarakat; 

e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan 

segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian 

mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan 

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara 

F. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan 

Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, 

penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi 
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hukum
20

. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kajian hukum Normatif adalah kajian hukum 

yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi.  

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan atau  Statue Approach  adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan 

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
21

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaan merupakan kasus yang 

telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang 

dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada 

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan 

isu hukum yang dihadapi 
22

. 

 

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian 

Sumber dan Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah menggunakan data sekunder. Data Sekunder 

yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Studi Pustaka 

yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:  

                                                           
20

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, 

2013, hlm.41.  
21

Peter Mahmud Marzuki, 2009,  Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.93.  
22

Zainuddin Ali, 2009,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.  



28 

 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari:  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 297, dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.  

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.  

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.  

e) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Rugi Korban 

Salah Tangkap/ Peradilan Sesat.  

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, 

doktrin, teori hukum.  

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus 

hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian. 
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4. Analisis Bahan Hukum Penelitian  

Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah analisis data kuantitatif terhadap data 

primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriftif. Metode Kuantitatif adalah upaya 

untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan.
23

 

 

5. Penarikan Kesimpulan Penelitian 

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu 

sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku 

khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.
24

 

 

G. Sistematika Penulisan  

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang permasalahan, rumusan masalah yang muncul, 

tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian ini terhadap pihak lain, ruang lingkup apa 

saja yang dibahas oleh penelitian ini, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian yang 

diterapkan serta sistematika penulisan.  

 

                                                           
23

Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

hlm.95. 
24

Ibid, hlm.111.  
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Bab II : Tinjauan Pustaka  

Bab ini akan membahas kajian-kajian literatur mengenai perlindungan hukum pada korban 

salah tangkap anak di bawah umur guna terjadinya pemulihan hak-hak anak yang ditahan.  

 

Bab III : Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai jawaban terhadap pertanyaan dari berbagai permasalahan hukum 

yang sudah dirumuskan dalam Rumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang 

mengenai perlindungan hukum pada korban salah tangkap anak di bawah umur serta 

perlindungan pada putusan pengadilan Nomor 2101/Pid.B/2009.PN.CBN dengan tujuan 

pemulihan hak – hak korban salah tangkap.   

 

Bab IV : Penutup  

Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan seluruh pembahasan dan 

merekomendasikan sejumlah sarana yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. 
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